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Abstrak 
 
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechsstaat). Dewasa ini 
salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan pemerintah 
Indonesia adalah masalah korupsi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, 
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 
bagaimanakah kebijakan non penal dalam penanggulangan korupsi di Indonesia, 
bagaimanakah prospek kebijakan non penal dalam penanggulangan korupsi di Indonesia. 
Metode penelitian dalam tulisan ini adalah Penelitian hukum normatif (juridis normative). 
Hasil penelitian Kebijakan non penal tidak lain adalah bagian dari kebijakan kriminal, 
kebijakan sosial dan kebijakan publik, Upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan 
strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.  
 
Kata kunci : non penal, korupsi 
 
 
Abstract 
 
The state of Indonesian is a state based on law (rechsstaat). Today one of the most 
crucial issues to be solved by the Indonesian nation and government is the problem of 
corruption. Based on the background, the problem that will be discussed in this study is as 
follows: how is the non-penal policy in eradicating corruption in Indonesia, how are the 
prospect of non-penal policies in eradicating corruption in Indonesia. The research method 
in this paper is normative legal research (normative juridical). Research results on the 
Non-penal policies are parts of criminal policy, social policy and public policy. Non-penal 
efforts occupy a key and strategic position of the overall criminal political effort. 
 
Keywords : non penal, corruption 
 
Pendahuluan 
Negara Indonesia adalah negara 
yang berdasarkan atas hukum 
(rechsstaat). Negara Indonesia juga 
berdasarkan atas hukum konstitusi yaitu 
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Pancasila dan Undang Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945. 
Pancasila merupakan sumber dari 
segala sumber hukum hal ini mengandung 
pengertian bahwa Pancasila merupakan 
inspirasi bagi seluruh peraturan 
perundang-undangan dan aparat hukum 
untuk menegakkan hukum tanpa 
pengecualian kapan dan dimanapun 
hukum itu berada.  
Pada pembukaan Undang Undang 
Dasar 1945 disebutkan pada Alinea 
ke 4 bahwa tujuan nasional negara 
Indonesia adalah melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia 
dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan 
sosial. 1 
 
Dewasa ini salah satu isu yang 
paling krusial untuk dipecahkan oleh 
bangsa dan pemerintah Indonesia adalah 
masalah korupsi. Hal ini disebabkan 
semakin lama tindak pidana korupsi di 
Indonesia semakin sulit untuk diatasi. 
Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir 
terjadi di semua bidang dan sektor 
pembangunan serta bukan hanya pada 
tingkat pusat tetapi juga pada tingkat 
1 Anggota IKAPI, 2005, UUD 1945, Aneka 
Ilmu, Semarang, Hal 1. 
daerah dan bahkan menembus ke tingkat 
pemerintahan yang paling kecil di daerah. 
Transparency International 
Indonesia (TII) mencatat indeks persepsi 
korupsi di Indonesia pada Tahun 2010 
tidak mengalami perubahan dan stagnan 
dibanding sebelumnya, yakni mencapai 
2,8. Itu artinya tidak ada terobosan baru 
dalam upaya memberantas korupsi di 
Indonesia.2 
Salah satu cara supaya rakyat 
dapat hidup sejahtera adalah melalui 
penanggulangan korupsi, sehingga 
penanggulangan korupsi dapat menjadi 
awal penyelesaian berbagai krisis di 
Indonesia.3 
Upaya pemberantasan korupsi skala 
nasional dalam jangka panjang 
membutuhkan partisipasi dari masyarakat 
secara luas karena tanpa dukungan dari 
masyarakat niscaya upaya untuk 
memberantas korupsi yang merajalela di 
bumi tercinta ini akan mengalami 
kegagalan, seperti yang dikatakan Jeremy 
Pope mengemukakan bahwa “upaya 
pemberantasan korupsi memerlukan 
2 
file:///F:/Indeks%20Persepsi%20Korupsi%20Indo
nesia%20Stagnan%20%20%20 
Harian%20Berita%20Sore.htm, 25 Januari 2011. 
3  Arya Maheka, 2006, Mengenali dan 
Memberantas Korupsi, Komisi Pemberantasan 
Korupsi, Jakarta, Hal 2. 
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dukungan masyarakat secara luas dan 
tanpa dukungan masyarakat secara luas 
niscaya akan mengalami kegagalan“.4  
Hal ini juga didukung dengan 
adanya konvensi terbaru Perserikatan 
Bangsa Bangsa mengenai anti korupsi 
Tahun 2003, di mana pada Bab II tentang 
tindakan-tindalan pencegahan disebutkan 
pada Pasal 5 kebijakan dan praktik 
pencegahan korupsi bahwa : 
1. Setiap negara pihak wajib, sesuai 
dengan prinsip-prinsip dasar sistem 
hukumnya, mengembangkan dan 
melaksanakan atau memelihara 
kebijakan anti korupsi yang efektif dan 
terkoordinasi yang meningkatkan 
partisipasi masyarakat dan 
mencerminkan prinsip-prinsip 
penegakan hukum, pengelolaan yang 
baik atas urusan-urusan publik dan 
kekayaan publik, integritas, 
transparansi serta akuntabilitas publik. 
2.  Setiap negara pihak wajib 
mengupayakan untuk membangun dan 
meningkatkan praktik-praktik yang 
efektif untuk tujuan pencegahan 
korupsi. 
3. Setiap negara pihak wajib 
mengupayakan untuk secara berkala 
mengevaluasi instrumen-instrumen 
hukum dan upaya-upaya administratif 
yang terkait dengan tujuan 
menetapkan kecukupannya untuk 
mencegah dan memberantas korupsi. 
4 Penanggulangan korupsi, 
file:///Korupsi.htm, tanggal 11 Januari 2010. 
 
4. Negara-negara pihak wajib, 
sebagaimana layaknya dan sesuai 
dengan prinsip-prinsip dasar sistem 
hukum mereka, saling bekerja sama 
dan bekerja sama dengan organisasi-
organisasi internasional dan regional 
yang terkait dalam meningkatkan dan 
mengembangkan upaya-upaya yang 
dimaksud dalam pasal ini. Kerja sama 
itu dapat meliputi partisipasi dalam 
program dan proyek internasional yang 
ditujukan untuk pencegahan korupsi.5 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut di atas maka perlu kiranya 
diketahui lebih jauh bagaimana kebijakan 
penanggulangan korupsi melalui sarana 
non penal dan prospek pengaturan 
kebijakan penanggulangan korupsi melalui 
sarana non penal tersebut. Oleh 
karenanya maka penulis tertarik untuk 
menyusun karya ilmiah yaitu dengan judul 
: “KEBIJAKAN PENANGGULANGAN 
KORUPSI MELALUI SARANA NON 
PENAL“ 
Berdasarkan uraian latar belakang 
di atas, permasalahan yang akan dibahas 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 
: 
1. Bagaimanakah kebijakan non penal 
dalam penanggulangan korupsi                     
di Indonesia ?                    
5 www.hakitree.com, tanggal 20 Desember 
2010. 
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2. Bagaimanakah prospek kebijakan non 
penal dalam penanggulangan korupsi 
di Indonesia ? 
 
Metode Penelitian 
Penelitian tentang kebijakan 
penanggulangan korupsi melalui sarana 
non penal ini menggunakan penelitian 
yang bersifat yuridis normatif, yaitu 
dengan mengkaji/menganalisis data 
sekunder yang bahan-bahan hukum 
terutama bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, dengan memahami 
hukum sebagai seperangkat peraturan 
atau norma-norma positif di dalam sistem 
perundang-undangan yang mengatur 
mengenai kehidupan manusia. Penelitian 
hukum normatif (juridis normative) atau 
disebut juga penelitian hukum doktrinal, 
penelitian ini mencakup hukum yang 
dikonsepkan sebagai apa yang tertulis 
dalam peraturan perundang-undangan 
(law in books). 6  Adapun metode 
pendekatan penelitian yang digunakan 
adalah dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach). Menurut 
Peter Mahmud Marzuki : 
Dalam metode pendekatan perundang-
undangan penelitian perlu memahami 
hierarki, dan asas-asas dalam peraturan 
perundang-undangan. Peraturan 
6 Amiruddin, dkk, 2006, Metode Penelitian 
Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 118. 
perundang-undangan adalah peraturan 
tertulis yang dibentuk oleh lembaga 
negara atau pejabat yang berwenang dan 
mengikat secara umum, statute berupa 
legislasi dan regulasi. Produk yang 
merupakan beschikking/ decree yaitu 
suatu keputusan yang diterbitkan oleh 
pejabat administrasi yang bersifat konkret 
dan khusus.7 
Penelitian hukum normatif atau 
penelitian hukum kepustakaan adalah 
penelitian hukum yang dilakukan dengan 
cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder belaka.8 Penelitian ini dilakukan 
dengan cara meneliti bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum tersier untuk mendapatkan 
informasi yang berkaitan dengan masalah 
yang akan diteliti.  
 
PEMBAHASAN 
Kebijakan Penanggulangan Korupsi 
di Indonesia (Non Penal) 
Saat ini korupsi merupakan 
masalah yang harus dipecahkan oleh 
bangsa dan Pemerintah Indonesia. Hal ini 
disebabkan semakin lama tindak pidana 
korupsi di Indonesia semakin sulit untuk 
diatasi.  
7 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian 
Hukum, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 
Hal. 96. 
8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 
2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 13-
14. 
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Korupsi di Indonesia dewasa ini 
sudah merupakan patologi sosial 
(Penyakit sosial) yang sangat 
berbahaya yang mengancam 
semua aspek kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Korupsi telah 
mengakibatkan kerugian materiil 
keuangan negara yang sangat 
besar. Berdasarkan hasil penelitian 
Lembaga Transparency 
International Indonesia (TII) dilihat 
dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 
Pada tahun 2005 Indeks Persepsi 
Indonesia (IPK) Indonesia adalah 
2,2 dan berada di peringkat 137 
dari 158 negara. Pada tahun 2006 
Indeks Persepsi Indonesia (IPK) 
Indonesia adalah 2,4 dengan 
peringkat 130 dari 163 negara. 
Pada 2007 Indeks Persepsi 
Indonesia (IPK) Indonesia adalah 
2,3 dan berada di peringkat 145 
dari 180 negara. Kondisi serupa 
yang menggambarkan tingginya 
geliat korupsi di Indonesia paling 
tidak selama 2005-2008 juga 
dilaporkan lembaga-lembaga lain 
seperti Political and Economic Risk 
Consultancy (PERC) serta beberapa 
lembaga independen seperti 
PUKAT, Indonesia Corruption 
Watch (ICW), dan Transparency 
Internasional Indonesia (TII). 9  
Transparency International 
Indonesia (TII) mencatat indeks 
persepsi korupsi di Indonesia pada 
tahun 2010 tidak mengalami 
perubahan dan stagnan dibanding 
9  file:///F:/Teknologi-dan-Budaya-
Korupsi.htm, Loc. Cit,. 22 tanggal Oktober 2010. 
sebelumnya, yakni mencapai 2,8. 
Itu artinya tidak ada terobosan 
baru dalam upaya memberantas 
korupsi di Indonesia.10 
 
Korupsi merupakan masalah yang 
kompleks. Penanggulangannya pun 
bersifat kompleks dan memerlukan 
keterpaduan. Upaya penanggulangan 
terhadap  korupsi salah satunya dapat 
dilakukan dengan cara pencegahan. 
Upaya pencegahan mencakup semua 
usaha yang dapat dilakukan untuk 
mencegah agar tidak terjadi tindak 
korupsi pada semua aspek kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Penanggulangan korupsi dengan 
menggunakan sarana di luar hukum 
pidana atau non penal policy merupakan 
kebijakan yang paling strategis. Hal ini 
disebabkan karena non penal policy lebih 
bersifat sebagai tindakan pencegahan 
terhadap terjadinya kejahatan termasuk 
korupsi. 
Kebijakan non penal merupakan 
bagian dari kebijakan kriminal, kebijakan 
sosial dan kebijakan publik, dimana 
kebijakan non penal yang didalamnya 
terdapat kebijakan-kebijakan, upaya-
upaya dan langkah-langkah preventif 
10 
file:///F:/Indeks%20Persepsi%20Korupsi%20Indo
nesia%20Stagnan%20%20%20 
Harian%20Berita%20Sore.htm, Loc. Cit. 
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(pencegahan) korupsi merupakan 
ketetapan yang didesain secara kolektif 
untuk mencegah terjadinya masalah sosial 
(korupsi) yang selanjutnya ketetapan-
ketetapan tersebut mengikat banyak 
orang pada tataran strategis atau bersifat 
garis besar yang dibuat oleh pemegang 
otoritas publik. 
Adapun upaya-upaya dan usaha-
usaha pencegahan korupsi tersebut 
dituangkan dalam beberapa kebijakan-
kebijakan non penal antara lain :  
1. Komisi Pemberantasan Korupsi 
mengemukakan dalam Rencana 
Stratejik Komisi Pemberantasan 
Korupsi 2008-2011, kebijakan 
dalam pencegahan korupsi 
diprioritaskan pada : 
a. Mendorong segenap 
instansi dan masyarakat 
untuk meningkatkan 
kesadaran anti korupsi 
dan peran sertanya 
dalam pencegahan 
korupsi di lingkungan 
masing-masing. 
b. Melakukan proaktif 
investigasi (deteksi) 
untuk mengenali dan 
memprediksi kerawanan 
korupsi dan potensi 
masalah penyebab 
korupsi secara periodik 
untuk disampaikan 
kepada instansi dan 
masyarakat yang 
bersangkutan.  
c. Mendorong lembaga 
dan masyarakat untuk 
mengantisipasi 
kerawanan korupsi 
(kegiatan pencegahan) 
dan potensi masalah 
penyebab korupsi 
(dengan menangani 
hulu permasalahan) di 
lingkungan masing-
masing. 
d. Meminta informasi 
tentang kegiatan 
pencegahan kepada 
instansi pemerintah 
secara periodik. 
e. Melaksanakan 
pertemuan dengan 
instansi pemerintah dan 
swasta untuk menyusun 
konsep dan strategi 
pelaksanaan reformasi 
administrasi sektor 
publik dan swasta.  
f. Melakukan pengawasan 
terhadap instansi yang 
melaksanakan layanan 
publik untuk mendorong 
konsistensi pelaksanaan 
reformasi sistem dan 
prosedur administrasi 
layanan masyarakat. 
g. Membantu mencarikan 
solusi dalam bentuk 
advokasi dan bimbingan 
teknis terhadap instansi 
yang mengalami 
hambatan dalam 
melaksanakan reformasi 
layanan publik.  
h. Mendorong pelaksanaan 
prinsip-prinsip tatakelola 
pemerintahan yang baik 
meliputi perbaikan 
sistem anggaran, 
administrasi, sistem 
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layanan masyarakat 
bagi sektor publik dan 
swasta. 
i. Meningkatkan integritas 
dan efektifitas fungsi 
pengawasan pada 
masing-masing instansi 
melalui restrukturisasi 
kedudukan tugas dan 
fungsi unit/lembaga 
pengawasan. 
j. Peningkatan integritas 
pegawai negeri melalui 
penciptaan bersama 
sistem pengukuran 
kinerja, penegakan 
kode etik pegawai. 
k. Membentuk budaya 
masyarakat yang anti 
korupsi, melalui 
pendidikan yang 
profesional baik sektor 
formal maupun informal 
secara bertahap. 
l. Peningkatkan partisipasi 
aktif masyarakat dalam 
pemberantasan korupsi 
melalui kegiatan 
pendidikan dan 
pelatihan serta kegiatan 
sosial lainnya. 
m. Melaksanakan 
pencegahan yang 
berdampak optimal 
kepada perbaikan 
meyeluruh pada 
layanan publik, 
peningkatan integritas 
pegawai negeri, 
efektifitas pengawasan, 
membentuk budaya 
masyarakat yang anti 
korupsi, serta 
meningkatkan partisi 
aktif masyarakat dalam 
pemberantasan 
korupsi.11  
 
2. Strategi Nasional dan Rencana 
Aksi Pemberantasan Korupsi 
2010-2025, kebijakan dalam 
pencegahan korupsi 
diprioritaskan pada : 
a. Adanya perbaikan kinerja di 
bidang kepemerintahan 
dimana masyarakat sebagai 
penerima manfaat 
merasakan      kemudahan-
kemudahan dalam urusan 
administrasi sehari-hari 
melalui transparansi dan 
akuntabilitas 
penyelenggaraan 
kepemerintahan sehingga 
meningkatkan kepercayaan 
masyarakat kepada 
penyelenggaraan 
pemerintahan.   
b. Peningkatan efektivitas 
kebijakan dan kelembagaan 
dalam rangka Pencegahan 
Korupsi, antara lain dengan 
kebijakan, dengan fokus-
fokus :  
1. Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) dan 
database kependudukan 
yang terintegrasi. 
2. Melakukan penuntasan 
Reformasi Birokrasi. 
3. penyempurnaan sistem 
pelayanan publik dan 
peningkatan kinerja 
layanan kepemerintahan. 
4. Upaya peningkatan 
mekanisme pelaporan 
atas hasil pengawasan 
11 http://www. Rencana Strategic KPK go.id. 
tanggal 23 November 2010. 
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yang dilakukan oleh 
aparat pengawas internal 
pemerintah (APIP). 
c. Pelaksanaan transparansi 
administrasi publik, 
efektivitas kewajiban 
pelaporan kepada publik, 
dan meningkatkan akses 
publik untuk mendapatkan 
informasi tentang 
penyelenggaraan 
administrasi publik melalui : 
1. Peningkatan Pengawasan 
atas Pelayanan 
Kepemerintahan. 
2. Peningkatan Akses 
Informasi Masyarakat. 
3. Penyempurnaan Sistem 
Pelaporan Kekayaan 
Penyelenggara Negara 
(termasuk Laporan 
mengenai Konflik 
Kepentingan). 
d. Percepatan reformasi 
manajemen keuangan 
negara  dan pengadaan 
barang/jasa publik melalui : 
1. Pelaksanaan percepatan 
reformasi sistem 
perencanaan dan 
keuangan negara. 
2. Penyempurnaan peraturan 
perundang-undangan 
terkait dengan Reformasi 
Sistem Perencanaan dan 
Penganggaran 
Pembangunan. 
3. Penyempurnaan Sistem 
Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah termasuk 
memperkuat mekanisme 
pengawasan, dan.  
4. Penyediaan Fasilitas 
Sistem Pelaporan 
Keuangan Negara yang 
transparan dan 
akuntabel.12 
 
3. Rencana Aksi Nasional 
Pemberantasan Korupsi, 
kebijakan dalam pencegahan 
korupsi diprioritaskan pada : 
a. Mendesain ulang pelayanan 
publik, terutama pada 
bidang-bidang yang 
berhubungan langsung 
dengan kegiatan pelayanan 
kepada masyarakat sehari-
hari. Tujuannya adalah untuk 
memudahkan masyarakat 
luas mendapatkan pelayanan 
publik yang profesional, 
berkualitas, tepat waktu dan 
tanpa dibebani biaya 
ekstra/pungutan liar. 
Langkah-langkah prioritas 
ditujukan pada: (a) 
Penyempurnaan Sistem 
Pelayanan Publik; (b) 
Peningkatan Kinerja Aparat 
Pelayanan Publik; (c) 
Peningkatan Kinerja 
Lembaga Pelayanan Publik; 
dan (d) Peningkatan 
Pengawasan terhadap 
Pelayanan Publik, dengan 
kegiatan-kegiatan prioritas 
sebagaimana terlampir 
dalam matriks. 
b. Memperkuat transparansi, 
pengawasan dan sanksi pada 
kegiatan-kegiatan 
pemerintah yang 
berhubungan dengan 
ekonomi dan sumber daya 
12 http://www. Strategi Nasional dan 
Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi go.id. 
tanggal 23 November 2010. 
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manusia. Tujuannya adalah 
untuk meningkatkan 
akuntabilitas Pemerintah 
dalam pengelolaan sumber 
daya negara dan sumber 
daya manusia serta 
memberikan akses terhadap 
informasi dan berbagai hal 
yang lebih memberikan 
kesempatan masyarakat luas 
untuk berpartisipasi di 
bidang ekonomi. Langkah-
langkah prioritas ditujukan 
pada: (a) Penyempurnaan 
Sistem Manajemen 
Keuangan Negara; (b) 
Penyempurnaan Sistem 
Procurement/Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah; 
dan (c) Penyempurnaan 
Sistem Manajemen SDM 
Aparatur Negara, dengan 
kegiatan-kegiatan prioritas 
sebagaimana terlampir 
dalam matriks. 
c. Meningkatkan 
pemberdayaan perangkat-
perangkat pendukung dalam 
pencegahan korupsi. 
Tujuannya adalah untuk 
menegakan prinsip “rule of 
law,” memperkuat budaya 
hukum dan memberdayakan 
masyarakat dalam proses 
pemberantasan korupsi. 
Langkah-langkah prioritas 
ditujukan pada: (a) 
Peningkatan Kesadaran dan 
Partisipasi Masyarakat; dan 
(b) Penyempurnaan Materi 
Hukum Pendukung, dengan 
kegiatan-kegiatan prioritas 
sebagaimana terlampir 
dalam matriks.13 
13  http://www. Rencana Aksi Nasional 
Pemberantasan Korupsi go.id. tanggal 23 
November 2010. 
 
4. Australia Indonesia Partnership 
dalam Rencana Anti Korupsi 
Untuk Pembangunan 2008-2013, 
kebijakan dalam pencegahan 
korupsi diprioritaskan pada : 
a. Peningkatan akuntabilitas 
dan transparansi penyediaan 
layanan publik melalui 
perbaikan proses 
pemerintahan, khususnya 
dalam pembuatan anggaran, 
pengelolaan keuangan dan 
pengadaan barang dan jasa 
publik. Secara bersamaan 
bantuan akan mendukung 
terbukanya ruang bagi 
desakan terhadap perbaikan 
pemerintahan yang 
berkelanjutan. 
b. Penguatan kapasitas 
pengawasan pemerintah, 
termasuk didalamnya 
lembaga pemberantasan 
korupsi dan audit, 
ombudsman, lembaga 
perwakilan, komunitas warga 
dan masyarakat sipil. 
c. Penguatan lembaga 
demokrasi, termasuk 
kemampuan dan daya 
tanggap lembaga perwakilan 
dan kualitas serta integritas 
proses pemilihan umum. 
d. Reformasi sektor publik di 
tingkat lembaga, direktorat 
atau pemerintah daerah 
dimana proses reformasi 
telah berjalan.14 
 
14 http://www. Rencana Anti Korupsi 
Australia Indonesia Partnership go.id. tanggal 23 
November 2010. 
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5. UNCAC dalam Konvensi PBB 
Pemberantasan Korupsi, 
kebijakan dalam pencegahan 
korupsi diprioritaskan pada : 
a. Perlu dirumuskan secara 
lebih jelas tentang kebijakan 
pencegahan tindak pidana 
korupsi  
b. Perlu adanya perangkat 
hukum yang mengatur : 
1. Kebebasan memperoleh 
informasi publik. 
2. Standar profesi pelayanan 
publik. 
3. Pengaturan internal 
profesi di setiap 
lingkungan pejabat, 
seperti kode etik profesi.  
c. Penerapan Pendidikan Anti 
Korupsi & Budi Pekerti sejak 
usia dini dimulai dari TK 
(menumbuhkan budaya malu 
di generasi muda). 
d. Perbaikan RAN-PK dan 
KORMONEV agar lebih efektif 
dalam pencegahan korupsi. 
e. Sinergitas antara program 
RAN-PK (Bappenas) dengan 
program KORMONEV 
(Menpan). 
f. Perlu diberikan penjelasan 
yang lebih rinci mengenai 
istilah pencegahan aktif dan 
pencegahan pasif. 
g. Reformasi sistem anggaran 
dan  anggaran itu sendiri.15  
6. Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) dalam 
15 http://www. UNCAC dalam Konvensi 
PBB Pemberantasan Korupsi go.id. tanggal 23 
November 2010. 
strategi kebijakan dalam 
pencegahan korupsi 
diprioritaskan pada : 
a. Memperkuat Dewan 
Perwakilan Rakyat. 
b. Memperkuat Mahkamah 
Agung dan jajaran peradilan 
di bawahnya. 
c. Membangun kode etik di 
sektor publik. 
d. Membangun kode etik di 
sektor parpol, organisasi 
profesi dan asosiasi bisnis. 
e. Meneliti sebab-sebab 
perbuatan korupsi secara 
berkelanjutan. 
f. Penyempurnaan manajemen 
Sumber Daya Manusia (SDM) 
dan peningkatan 
kesejahteraan Pegawai 
Negeri. 
g. Pengharusan pembuatan 
perencanaan stratejik dan 
laporan akuntabilitas kinerja 
bagi instansi pemerintah. 
h. Peningkatan kualitas 
penerapan sistem 
pengendalian manajemen. 
i. Penyempurnaan manajemen 
Barang Kekayaan Milik 
Negara (BKMN). 
j. Peningkatan kualitas 
pelayanan kepada 
masyarakat. 
k. Kampanye untuk 
menciptakan nilai (value) 
anti korupsi secara 
nasional.16 
Dari hal upaya-upaya dan usaha-
usaha pencegahan korupsi yang  
 16 http://www. Badan Pengawasan 
Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) go.id. 
tanggal 23 November 2010. 
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merupakan bagian dari kebijakan-
kebijakan non penal tersebut diatas 
terlihat jelas bahwa korupsi adalah 
kejahatan yang pemberantasannya harus 
dilakukan secara komprehensif dan 
melibatkan semua pihak, konsisten dan 
berkesinambungan yang dalam hal ini 
penanggulangan korupsi yang 
mengedepankan upaya preventif 
(pencegahan) sehingga diharapkan 
mampu menekan jumlah korupsi, yang 
mana upaya-upaya dan usaha-usaha 
pencegahan korupsi yang merupakan 
bagian dari kebijakan-kebijakan non penal 
tersebut diatas selanjutnya haruslah diatur 
secara tegas dalam peraturan-peraturan 
dan perundang-undangan sebagai payung 
hukum bagi pelaksana kebijakan non 
penal yang didalam peraturan-peraturan 
dan perundang-undangan tersebut 
terdapat ketentuan-ketentuan kebijakan 
non penal dan sanksi-sanksi secara 
administratif. 
Prospek Kebijakan Non Penal Dalam 
Penanggulangan Korupsi Di 
Indonesia. 
Usaha mencegah kejahatan 
termasuk korupsi adalah bagian dari 
politik kriminal yang dapat diberi arti 
sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam 
arti sempit, politik kriminal digambarkan 
sebagai keseluruhan asas dan metode 
yang menjadi dasar dari reaksi terhadap 
pelanggaran hukum yang berupa pidana.  
Upaya-upaya dan usaha-usaha 
pencegahan korupsi diantaranya 
berkenaan dengan pelayanan publik, 
berkenaan dengan penyelenggaraan 
negara yang bersih dan bebas dari 
korupsi, kolusi dan nepotisme, 
berkenaan dengan pengawasan 
pelayanan publik dan penyelenggaraan 
negara yang bersih dan bebas dari 
korupsi, kolusi dan nepotisme, dan 
berkenaan dengan pengawasan aparat 
penegak hukum diantaranya 
pengawasan terhadap kinerja kepolisian, 
kejaksaan dan kehakiman.  
Menurut Barda Nawawi Arief, 
penggunaan sarana non penal memiliki 
kelebihan : 
“Dilihat dari sudut politik 
kriminal, kebijakan paling 
strategis adalah melalui “sarana 
non penal” karena lebih bersifat 
preventif dan karena kebijakan 
“penal” mempunyai 
keterbatasan/kelemahan (yaitu 
bersifat 
fragmentaris/simplistis/tidak 
struktural fungsional; 
simptomatik/tidak kausatif/tidak 
eliminatif; individualistik atau 
“offender-oriented/tidak victim-
oriented”; lebih bersifat 
represif/tidak preventif; harus 
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didukung oleh infrastruktur 
dengan biaya tinggi).” 17 
Hal ini dapat diartikan bahwa 
sarana non penal memiliki kecenderungan 
untuk mencegah terjadinya kejahatan 
yang lebih baik khususnya korupsi. 
Penanggulangan kejahatan secara 
nonpenal bersifat mendasar dan vital 
karena menitikberatkan pada aspek 
pencegahan (preventif). 
Dikatakan bahwa kebijakan non 
penal merupakan kebijakan yang 
merupakan upaya preventif (pencegahan). 
Kebijakan non penal yang telah ada 
merupakan langkah-langkah yang harus 
dilakukan secara berkesinambungan hal 
ini dikarenakan korupsi merupakan 
extraordinary crime. Pada dasarnya 
kebijakan non penal merupakan upaya 
dan langkah-langkah pencegahan korupsi 
yang diharapkan secara umum dapat 
berdampak optimal kepada perbaikan 
meyeluruh pada layanan publik, 
peningkatan integritas pegawai negeri, 
efektifitas pengawasan, membentuk 
budaya masyarakat yang anti korupsi, 
serta meningkatkan partisi aktif 
masyarakat dalam pemberantasan korupsi 
dan terpeliharanya serta meningkatnya 
 17 Barda Nawawi Arief, Loc. Cit. Hal. 78. 
semangat anti korupsi pada segenap 
komponen bangsa. 
Kebijakan non penal yang 
dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan dan peraturan presiden 
tersebut merupakan bentuk dari upaya 
pencegahan korupsi dimana kesemuanya 
itu memiliki prospek yang 
berkesinambungan sehingga 
pelaksanaanya harus dilakukan secara 
konkret diantaranya : 
1. Memberlakukan penerapan sanksi-
sanksi administratif secara optimal 
dimana sanksi-sanksi yang telah 
ditetapkan secara tegas sebagai salah 
satu upaya  pencegahan seseorang 
sebelum melakukan tindak pidana 
korupsi. 
2. Adanya beberapa modifikasi kebijakan 
non penal dalam peraturan-peraturan, 
baik dalam bentuk sanksi-sanksi 
administratif, pengawasan oleh badan 
atau lembaga negara yang memiliki 
otoritas dan fungsi yang kuat secara 
hukum sehingga upaya-upaya dan 
langkah-langkah tersebut dapat 
dilakukan secara maksimal baik 
pengawasan secara internal maupun 
pengawasan secara external, serta 
terselenggaranya koordinasi antar 
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aparat penegak hukum secara baik 
dan terpadu.  
Oleh karena itu Upaya-upaya, 
langkah-langkah dan berbagai kebijakan-
kebijakan yang telah ada yang sudak 
dikeluarkan, ditetapkan oleh badan-badan 
dan lembaga-lembaga negara melalui 
peraturan-peraturan pemerintah dan 
peraturan- perundang-undangan 
hendaknya dilakukan secara maksimal 
sebagai kebijakan non penal yang 
berkelanjutan agar upaya pencegahan 
korupsi tersebut untuk kedepannya dapat 
terlaksana dengan baik. 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil 
penelitian ini adalah: 
1. Kebijakan non penal tidak lain adalah 
bagian dari kebijakan kriminal, 
kebijakan sosial dan kebijakan publik, 
dimana kebijakan non penal yang 
didalamnya terdapat kebijakan-
kebijakan, upaya-upaya dan langkah-
langkah preventif (pencegahan) korupsi 
merupakan ketetapan yang didesain 
secara kolektif untuk mencegah 
terjadinya masalah sosial (korupsi) 
yang selanjutnya ketetapan-ketetapan 
tersebut mengikat banyak orang pada 
tataran strategis atau bersifat garis 
besar yang dibuat oleh pemegang 
otoritas publik. Kebijakan 
Penanggulangan Korupsi di Indonesia 
melalui sarana non penal merupakan 
upaya dan langkah-langkah yang 
beberapa diantaranya dapat berupa 
kebijakan pencegahan korupsi yang 
sistematis yang sudah disusun dan 
diprogram antara lain oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam  
Rencana Stratejik Komisi 
Pemberantasan Korupsi 2008-2011, 
Strategi Nasional dan Rencana Aksi 
Pemberantasan Korupsi 2010-2025, 
Rencana Aksi Nasional Pemberantasan 
Korupsi, Australia Indonesia Partnership 
dalam Rencana Anti Korupsi Untuk 
Pembangunan 2008-2013, UNCAC 
dalam Konvensi PBB Pemberantasan 
Korupsi, dan Badan Pengawasan 
Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) 
dalam strategi kebijakan dalam 
pencegahan korupsi. Dimana 
pemberantasan korupsi harus dilakukan 
secara komprehensif dan melibatkan 
semua pihak, konsisten dan 
berkesinambungan yang dalam hal ini 
penanggulangan korupsi yang 
mengedepankan upaya preventif 
(pencegahan) sehingga diharapkan 
mampu menekan jumlah korupsi, yang 
mana upaya-upaya dan usaha-usaha 
 
Rangga Januarto 302 
Kebijakan Penanggulangan Korupsi Melalui Sarana Non Penal 
 
 
pencegahan korupsi yang merupakan 
bagian dari kebijakan-kebijakan non 
penal tersebut diatas selanjutnya 
haruslah diatur secara tegas dalam 
peraturan-peraturan dan perundang-
undangan sebagai payung hukum bagi 
pelaksana kebijakan non penal yang 
didalam peraturan-peraturan dan 
perundang-undangan tersebut terdapat 
ketentuan-ketentuan kebijakan non 
penal dan sanksi-sanksi secara 
administratif. 
2. Dalam prospeknya Bahwa upaya-upaya 
dan usaha-usaha pencegahan korupsi 
yang merupakan kebijakan non penal 
diantaranya berkenaan dengan 
pelayanan publik, berkenaan dengan 
penyelenggaraan negara yang bersih 
dan bebas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme, berkenaan dengan 
pengawasan pelayanan publik dan 
penyelenggaraan negara yang bersih 
dan bebas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme, dan berkenaan dengan 
pengawasan aparat penegak hukum 
diantaranya pengawasan terhadap 
kinerja kepolisian, kejaksaan dan 
kehakiman, yang mana beberapa 
kebijakan-kebijakan non penal tersebut 
dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan dan peraturan 
presiden. Upaya-upaya non penal 
menduduki posisi kunci dan strategis 
dari keseluruhan upaya politik kriminal. 
Oleh karena untuk dapat melaksanakan 
langkah-langkah dan upaya-upaya 
pencegahan korupsi tentunya 
diperlukan modifikasi kebijakan-
kebijakan non penal dalam peraturan-
peraturan baik berupa sanksi-sanksi 
administratif, pengawasan oleh badan 
atau lembaga negara yang memiliki 
otoritas dan fungsi yang kuat secara 
hukum sehingga upaya-upaya dan 
langkah-langkah tersebut dapat 
dilakukan secara maksimal baik 
pengawasan secara internal maupun 
pengawasan secara external dan 
terselenggaranya koordinasi antar 
aparat penegak hukum secara baik dan 
terpadu. Sehingga Hal ini dapat 
diartikan bahwa sarana non penal 
memiliki prospek atau kecenderungan 
untuk mencegah terjadinya kejahatan 
yang lebih baik khususnya korupsi. 
Selain itu untuk menindaklanjuti 
prospek kebijakan non penal diperlukan 
Pengoptimalisasi sanksi-sanksi yang 
erat kaitannya pada peraturan-
peraturan pemerintah yang berkaitan 
langsung dengan para oknum yang 
diduga akan melakukan praktek-
praktek korupsi juga merupakan 
kebijakan yang harus dilakukan secara 
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berkesinambungan. Penanggulangan 
korupsi dengan non penal bersifat 
pencegahan yang efektif apabila dalam 
peraturan-peraturan pemerintah 
tersebut memuat sanksi-sanksi 
administratif yang tegas sehingga 
upaya ini dapat optimal sebelum 
dilakukannya upaya penal. Oleh karena 
itu Upaya-upaya, langkah-langkah dan 
berbagai kebijakan-kebijakan yang 
telah ada yang sudak dikeluarkan, 
ditetapkan oleh badan-badan dan 
lembaga-lembaga negara hendaknya 
dilakukan secara maksimal sebagai 
kebijakan non penal secara 
berkelanjutan agar upaya pencegahan 
korupsi dapat terlaksana dengan baik. 
 
Saran 
Saran yang dapat diberikan 
berdasarkan hasil penelitian ini adalah : 
1. Dengan adanya Kebijakan 
Penanggulangan Korupsi di Indonesia 
melalui sarana non penal yang 
merupakan upaya dan langkah-
langkah yang berupa kebijakan 
pencegahan korupsi, hendaknya 
kebijakan tersebut tidak hanya 
bersifat normatif saja tetapi dijalankan 
dan bila perlu terdapat pengaturannya 
secara khusus. 
2. Kebijakan Penanggulangan 
Korupsi di Indonesia melalui 
sarana non penal dapat 
ditempatkan pada posisi yang 
strategis, artinya memilki 
prospek sebagai upaya 
pencegahan oleh karena itu 
diperlukan kerja konkret dalam 
penerapan sanksi-sanksi 
administratif, pengawasan dan 
koordinasi antar badan-badan 
atau lembaga-lembaga aparat 
penegak hukum sebagai bentuk 
dijalankannya fungsi masing-
masing untuk mencegah 
terjadinya korupsi. 
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